PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN
KEFALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503 /421.3 /134 / VL / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN 1) TIWORO SELATAN
DESA KASIMPA JAYA KECAMATAN TIWORO SELATAN
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang : 8. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber days manusia di wilayah dacrah
pemekaran khususnya Kabupaten Muna Barst dan untuk mendekatkan pelayanan
pendidikan guna pembentukan karakter peserta didik tingkat sekolah menengih
serts memperluas daya tampung siswa pada SMKN | TIWORO SELATAN, maka
perlu diberikan lzin Operasional pada sekolah dimaksud;

b. Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan Kepala Dinas  Pendidikan,
Kebudaynan, Pemuda dan Olahragn Kabupaten Muna Barat maks SMEN |
TIWORO SELATAN layak untuk beroperasi:

¢.  Bahwa berdasarkan pertimbungan sebagaimana dimaksud pada huruf o dan b distas
perlu ditetapkan dengan keptusan Bupati Muna Barst melalui Kepala Badan
Koordinasi Penanaman  Modal Dacrah dan Perizinan  Terpadu  Satu Pinty
Kabupaten Muna Barai;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hﬂhtlpﬂit‘n Miina
Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ientang Perimbangan Keuangan aniara
Pemerintah Pusat dan Pemeriniah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Peruniding-1 Indangan;

6. Peraturan Femerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan:
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dalarn Penyelenggarsan Pondidikan Nasional,

9. Peruturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
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Pemerintsh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolasn dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

11, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/1/72007 wnisng Pedoman
Pendirian Sekolah Baru;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 1BR/636/Kep/420/012/2004
ientang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sckolsh Baru Negen / Swasta;

13, Keputusan Menteri Pendidkan Nastonal Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sckolah:

14, Persturan Bupati Muna Barst Nomor |4 Tabun 2015 tontang Fembentukan

Organisasi dan Tata Kerja, Inspekiorat, Happeda, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Muna Barat;

15, Persturan Bupati Muna Barst Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Hadan Koordinas! Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Muna Barat;

16 Persturan Bupati Muna Barst Nomor 161 Tahun 2015 tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Muna Barat;

Permohonan 1xin Operasional Sekolah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahrags Kabupaten Muna Barst Nomor 421.3/1211.0/2016 anggal
21 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

. Memberikan Persefujuan lzin Opernsional kepada Sckolah Menengah Kejuruan

Negeri 1 (SMKN 1) Tiworo Selatan Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan
Kahupaten Muna Barat terhitung mulai Tahun Ajaran 2016/2017,

© Segals fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarkelancaran berlangsungnys

kegistan Sekolah Menengah Kejurian Negeri | (SMKN 1) Tiworo Selatan menjadi
tanggung jawab Penyelenggara dan atau Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Muna Barat,

¢ Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajor dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;

- Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenal perkembangan

sekolah yang dibinanyn secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupsten Muna Barat,
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Harat melalul Badan Koordinasi Penaraman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu
Sutu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat mencabut keputusan ini:
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